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SEKAPUR SIRIH 
Direktur Permukiman dan Perumahan 

Dalam konteks pembangunan, air minum dan sanitasi harus dipandang 

sebagai pondasi pembangunan yang menjadi prasyarat agar berbagai 

kegiatan lainnya dapat dilaksanakan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, 

air minum dan sanitasi tidak lagi hanya dikaitkan dengan kebutuhan dasar 

untuk hidup, namun sudah masuk ke dalam relung kehidupan yang lebih 

hakiki. Air minum dan sanitasi memiliki makna yang penting dalam hal ritual 

keagamaan, harga diri, keleluasaan pribadi (privacy), kesetaraan jender, 

ritual budaya, dan seterusnya. Peran air minum dan sanitasi begitu 

signifikan, namun pada kenyataannya perhatian pemerintah masih belum 

optimal. 

Berbagai isu dan permasalahan yang menjadi bottle neck pelayanan air 

minum dan sanitasi telah berhasil diidentifikasi, namun pelaksanaannya di 

lapangan seperti tidak mampu mengurai permasalahan yang ada. Bahkan 

beberapa permasalahan menjadi permasalahan “klasik” yang mulai 

dianggap lumrah. Kondisi seperti ini tidak boleh lagi dibiarkan. Pada tahun 

2015, Pemerintah telah mempertegas komitmennya untuk menjamin akses 

universal  terhadap air minum dan sanitasi bagi seluruh masyarakat pada 

tahun 2019. Untuk menjamin tercapainya komitmen tersebut, berbagai 

permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut harus dihadapi dengan cara 

yang berbeda, bukan businees as ussual. 

Kajian yang dilaksanakan Direktorat Permukiman dan Perumahan tahun ini 

difokuskan untuk menjawab beberapa permasalahan mendasar, yaitu 

pengelolaan data, sinkronisasi pusat-daerah dan perencanaan sektor;  

sekaligus meletakkan kembali proses penyelenggaraan layanan air minum 

dan sanitasi pada koridor Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku. 

Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi pertimbangan untuk penyusunan 

kebijakan pada tingkat pengambil keputusan. 
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Daftar Istilah    

AMPL   : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 
BPS   : Badan Pusat Statistik 
DAK   : Dana Alokasi Khusus 
DED   : Detailed Engineering Design 
DPRD   : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
FGD   : Focus Group Discussion 
IPA   : Instalasi Pengolahan Air 
IPAL   : Instalasi Pengolahan Air Limbah 
IPLT   : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 
Kementerian PU : Kementerian Pekerjaan Umum 
MDGs   : Millenium Development Goals 
NAWASIS  : National Water and Sanitation Information Services 
PDAM   : Perusahaan Daerah Air Minum 
PHBS   : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
RKM   : Rencana Kerja Masyarakat 
SABRT   : Survei Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Rumah Tangga 
SDGs   : Sustainable Development Goals 
SKKT   : Sistem Kodifikasi Kegiatan Terpadu 
SKPD   : Satuan Kerja Perangkat Daerah 
SPAM   : Sistem Penyediaan Air Minum 
SR   : Sambungan Rumah 
SUSENAS  : Survei Sosial Ekonomi Nasional 
TPS   : Tempat Pengumpulan Sementara 
UA   : Universal Access 
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1 
MEMAHAMI PERMASALAHAN 

& ISU SEKTOR AIR MINUM 

DAN SANITASI DI DAERAH 
Air minum dan sanitasi adalah urusan semua orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk 

memahami bagaimana pelayanan air minum dan sanitasi diselenggarakan, permasalahan yang dihadapi, dan hal-hal 

apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin pelayanan air minum yang optimal. Pemahaman 

tersebut merupakan dasar bagi semua pihak untuk menyampaikan masukan, kritik, ide baru, inovasi, dan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi.  
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1.1 Memahami permasalahan dan Isu di 

lapangan 
 

Salah satu prasyarat untuk menjamin penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi yang berkualitas adalah kedalaman pemahaman 

terhadap permasalahan dan isu yang dihadapi baik di tingkat operasional maupun di tingkat kebijakan. Pemahaman yang dangkal terhadap 

permasalahan dan isu  yang berkembang dapat memberikan dasar yang salah dalam menentapkan arah kebijakan dan strategi yang akan 

menjadi acuan bagi penyelenggara layanan. Hasil dari beberapa kunjungan monitoring dan evaluasi di lapangan menunjukkan proses 

identifikasi masalah dan isu yang dangkal oleh pemerintah daerah ternyata seringkali menjadi titik awal dari perencanaan yang tidak 

efektif. 

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan proses identifikasi masalah dan isu oleh pemerintah daerah belum mampu memberikan 

informasi mengenai permasalahan dan isu strategis dalam penyelenggaraan layanan: 

a. Kemampuan untuk membedakan fakta dengan masalah masih rendah (Capacity in identifying problems) 

Hasil kunjungan monitoring dan evaluasi sepanjang tahun 2013-2015 di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan banyak 

permasalahan yang telah diidentifikasi oleh pemerintah daerah pada dasarnya hanya merupakan fakta atau gejala, bukan 

permasalahan yang sesungguhnya. Fakta yang diangkat menjadi permasalahan menyebabkan fokus dalam pengembangan alternatif 

solusi terhadap “fakta dimaksud” tidak mampu menjawab permasalahan yang sebenarnya. Akibatnya fakta yang sama terus terjadi di 

lapangan. Contoh kasus terkait hal ini dapat dilihat pada kasus diare yang masih bertahan walaupun pemerintah daerah sudah 

menyediakan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi. Pemerintah daerah mengangkat kasus diare sebagai permasalahan dimana 

kasus diare pada dasarnya adalah fakta/gejala yang disebabkan permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku 

hidup bersih dan sehat. Dengan mengangkat kasus diare sebagai permasalahan, maka kebijakan dan strategi yang dikembangkan 
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cenderung fokus pada tindakan kuratif penanganan diare, tidak termasuk tindakan pencegahannya (preventif) dimana permasalahan 

sesungguhnya terjadi. 

Temuan lainnya yang cukup mengejutkan adalah seringkali suatu permasalahan tidak teridentifikasi hanya dikarenakan pemerintah 

daerah, berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya,  tidak melihat adanya permasalahan yang terjadi. Contoh kasus terkait hal ini 

dapat dilihat pada kasus pengangkutan sampah. Melalui simulasi singkat identifikasi permasalahan pengangkutan sampah, beberapa 

Kabupaten/Kota menyatakan tidak ada permasalahan dengan pengangkutan sampah karena jumlah armada pengangkut sampah 

dinilai mencukupi. Secara volume dan frekuansi pengangkutan memang benar tidak terdapat masalah, tetapi secara kualitas, proses 

pengengkutan yang dilakukan bermasalah. Pemerintah daerah tidak mampu mengidentifikasi masalah kualitas layanan pengangkutan 

sampah sampai mereka ditunjukkan contoh kualitas pengangkutan sampah di negara lain, dalam hal ini Malaysia. Kualitas 

pengangkutan sampah di Malaysia dilakukan secara aman baik dari aspek teknis maupun kesehatan. Pengangkutan sampah oleh truk 

dilakukan secara tertutup, kondisi kendaraan yang prima (tidak bocor, layak operasi), petugas sampah berkompetensi, menggunakan 

atribut yang aman, serta waktu pengangkutan yang sudah memperhatikan kondisi kepadatan lalu lintas. Contoh dari Malaysia tersebut 

memberikan pengetahuan baru bagi beberapa pemerintah daerah bahwa masih banyak permasalahan yang seharusnya dapat 

meereka identifikasi untuk kemudian ditindaklanjuti.  

b. Kemampuan untuk menstrukturkan permasalahan dan isu masih rendah (Capacity in structuring problems) 

Temuan lain dalam proses identifikasi masalah dan isu adalah hasil identifikasi masalah dan isu yang ada belum distrukturkan 

berdasarkan skala prioritas, daya ungkit terhadap target dan struktur kewenangan. Seluruh permasalahan yang berhasil diidentifikasi 

masih pada taraf distrukturkan berdasarkan skala urgensi, belum sampai didasarkan pada skala prioritas, daya ungkit terhadap 

pencapaian tujuan atau target pembangunan, dan kewenangan. Hal ini disebabkan paling tidak dua hal, yaitu: (i) kedalaman 

permasalahan dan isu yang teridentifikasi (permasalahan normatif); dan (ii) Tidak adanya kebijakan/prinsip alokasi sumber daya 

(resource policy) sebagai acuan untuk menentukan jenis permasalahan dan isu yang harus ditangani dalam jangka pendek, menengah 

dan panjang.  

 

Penetapan permasalahan yang bersifat normatif tidak dapat memberikan secara spesifik permasalahan yang harus ditangani. Contoh 

yang sangat sering dilakukan oleh pemerintah daerah adalah merangkum permasalahan regulasi dengan menyatakan kurang 

memadainya peraturan yang ada. Kurang memadainya peraturan tersebut memang merupakan masalah, namun hanya masalah 

normatif karena tidak mampu menunjukkan peraturan apa yang perlu direvisi, diganti atau ditambahkan. Berdasarkan hal itu, maka 

permasalah regulasi jadi kehilangan urgensinya, dan tidak menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk ditangani. Hal ini adalah 

salah satu sebab mengapa permasalahan regulasi seringkali sudah terlanjur kompleks untuk kemudian menjadi urgen untuk segera 

ditangani. 
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Kebijakan/prinsip alokasi sumber daya (resource policy) pada dasarnya adalah alat bantu bagi pemerintah daerah untuk 

menstrukturkan permasalahan yang telah berhasil diidentifikasi. Hal ini dikarenakan resource policy tersebut merupakan kriteria untuk 

menyaring berbagai permasalahan yang ada untuk ditetapkan menjadi permasalahan strategis (kriteria urgensi, prioritas, daya ungkit, 

dan kewenangan) yang lemudian dapat distrukturkan ke dalam dimensi waktu (jangka pedek, menengah dan panjang).  

 

c. Proses identifikasi masalah dan isu strategis masing dilakukan secara parsial (Capacity in contextualizing problems) 

Dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi, masalah yang ada tentunya tidak berdiri sendiri terpisah antara permasalahan 

satu dengan permasalahan lainnya. Permasalahan yang teridentifikasi harus dirangkai ke dalam suatu kesatuan untuk dapat 

menstrukturkan permasalahan dengan lebih baik. Hal ini seringkali terjadi karena Pemerintah Daerah tidak memahami secara utuh 

proses penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi (business process) yang dilaksanakan di lapangan. Sehingga, permasalahan 

yang teridentififikasi seringkali diperlakukan secara parsial. Contoh klasik kasus ini adalah kasus penetapan tarif PDAM yang tidak cost 

recovery. Penetapan tarif ini tidak kunjung selesai karena permasalahan dasarnya, yaitu penetapan tarif adalah kewenangan 

pemerintah dan DPRD, tidak diurai secara tegas oleh pemerintah daerah dan pusat. Penanganan terkait tarif ini hampir selalu 

diselesaikan ,elalui subsidi oleh pemeirntah daerah kepada PDAM. 
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1.2 Pengembangan perangkat identifikasi 

permasalahan dan Isu di lapangan 
 

Menyikapi ketiga hal di atas, pemerintah pusat telah mengembangkan sebuah perangkat untuk membantu pemerintah daerah dalam 

mengidentifikasi permasalahan dan isu lebih jelas. Perangkat yang dikembangkan oleh pemerintah pusat ini disebut dengan perangkat 

Delivery System Analysis. Perangkat ini memberikan kerangka acuan bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi permasalahan dan 

isu. Kerangka acuan yang dimaksud adalah proses bisnis penyelenggaraan air minum dan sanitasi dari hulu sampai hilir, dengan pendekatan 

supply- demand, yang dianalisis silang berdasarkan aspek keberlanjutan (regulasi, kelembagaan, pendanaan, sosial dan teknis) dan sistem 

referensi (benchmarking). 

Pengembangan perangkat tersebut dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: 

1. Identifikasi sistem layanan air minum dan sanitasi yang berlaku dan proses bisnisnya; 

2. Pengembangan matriks cross-analysis untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu; 

3. Pengembangan matriks struktur permasalahan dan isu berdasarkan bobot dan kewenangan; 
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TAHAP 1: IDENTIFIKASI SISTEM LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI 
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Akses masyarakat terhadap air minum yang layak pada dasarnya dapat dibagi ke dalam tiga sistem layanan, yaitu: (i) layanan swalayan; (ii) layanan skala 

komunal; dan (iii) layanan skala kota.  

Layanan swalayan adalah layanan air minum yang diupayakan secara mandiri oleh rumah tangga. Layanan swalayan ini biasanya memiliki sumber air 

yang berasal dari air tanah, air hujan, sungai dan mata air.  

Layanan skala komunal adalah layanan air minum yang diupayakan melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk sekelompok masyarakat. 

Pada pembangunan sistem ini, masyarakat terlibat penuh mulai dari fase perencanaan sampai pada pengelolaan sarana. Layanan skala komunal ini memiliki 

sumber air yang berasal dari air tanah, air hujan, sungai dan mata air. Pengelolaan fasilitas pengolah air minum dan pendisitribusiannya sepenuhnya menjadi 

kewenangan unit pengelola sarana/Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPAM) yang dibentuk oleh masyarakat. 

Layanan skala kota adalah layanan yang diselenggarakan oleh operator air minum, baik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau perusahaan 

penyedia air minum swasta, dengan skala pelayanan kawasan perkotaan. Layanan skala kota ini umumnya memiliki sumber air yang berasal dari sungai, mata 

air dan air tanah. Pemanfaatan air hujan dan air daur ulang masih belum secara intensif dilaksanakan. Sistem layanan skala kota ini memiliki rantai layanan 

yang kompleks dibandingkan dengan sistem layanan skala komunal. 
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Akses masyarakat terhadap layanan air limbah yang layak pada dasarnya dapat dibagi ke dalam empat sistem layanan, yaitu: (i) layanan setempat rumah 

tangga; (ii) layanan setempat skala komunal; (iii) layanan terpusat skala komunal; dan (iv) layanan terpusat skala kota.  

Layanan setempat rumah tangga adalah layanan air limbah rumah tangga yang mengandalkan tangki septik kedap air pada masing-masing rumah 

tangga sebagai sarana penampungan lumpur tinjanya untuk di olah lebih lanjut melalui layanan lumpur tinja terpadu.  

Layanan setempat skala komunal adalah layanan air limbah bagi lebih dari 50 rumah tangga yang mengandalkan tangki septik komunal kedap air 

pada sebagai sarana penampungan lumpur tinjanya untuk di olah lebih lanjut melalui layanan lumpur tinja terpadu. 

Layanan terpusat skala komunal adalah layanan air limbah bagi lebih dari 100 rumah tangga yang mengandalkan instalasi pengolah air limbah 

(IPAL) komunal sebagai sarana pengolahan air limbah dimana efluen yang dihasilkan sudah memenuhi syarat untuk dibuang ke badan air. 

Layanan terpusat skala kota adalah layanan air limbah bagi lebih dari 500  rumah tangga yang mengandalkan instalasi pengolah air limbah (IPAL) 

sebagai sarana pengolahan air limbah dimana efluen yang dihasilkan sudah memenuhi syarat untuk dibuang ke badan air. 
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Akses masyarakat terhadap layanan persampahan yang layak pada dasarnya dapat kelompokkan ke dalam satu sistem layanan terpadu, yaitu mulai dari 

tingkat rumah tangga sampai pada pemrosesan akhir (tahap selanjutnya akan berakhir pada tahap konversi sampah menjadi energi).  
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Gambar 1.3 Proses Bisnis Sistem 
Layanan Persampahan 
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Akses masyarakat terhadap layanan drainase yang layak pada dasarnya dapat kelompokkan ke dalam satu sistem layanan terpadu, yaitu layanan pengelolaan 

air limbah domestil melalui jaringan drainase tersier dan sekunder yang bermuara pada badan air. Prinsip layanan drainase yang diterapkan didasarkan pada 

konsep water recharging untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas air tanah sebelum air dialirkan ke badan air. 

 

User 

Interface 

Jaringan 

Drainase 

Tersier Badan Air 

Proses Bisnis Layanan Drainase 

Gambar 1.4 Proses Bisnis Sistem 
Layanan Drainase 
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Drainase 

Sekunder 

Air Hujan 
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TAHAP 2 & 3 : PENGEMBANGAN MATRIKS CROSS-ANALYSIS IDENTIFIKASI MASALAH & ISU DAN PENSTRUKTURAN 

 

Salah satu temuan yang paling menarik perhatian para pengambil kebijakan dalam perumusan masalah strategis penyelenggaraan air minum (dan sanitasi), 

adalah tingkat pemahaman para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota mengenai permasalahan yang terjadi. Dari berbagai studi 

literatur yang telah dilakukan, terdapat dua pola perumusan permasalahan, yaitu perumusan dengan perspektif makro, dan perumusan dengan perpektif 

mikro. Perumusan masalah dengan menggunakan perspektif makro seringkali digunakan oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat dengan teknik 

problem tree analysis atau Fishbone analysis. Kedua teknik tersebut memiiliki kelemahan yang disebabkan over simplification terhadap rangkaian rantai pasok 

proses (delivery system/business proses) layanan air minum di lapangan. Akibat over simplification tersebut, kedalaman pemahaman terkait permasalahan 

yang terjadi dan perumusan permasalahan strategis menjadi sangat dangkal. Sebagai contoh, pada RPJMN II (2009-2014) salah satu permasalahan strategis 

yang diangkat adalah belum memadainya regulasi yang dapat menjamin pelayanan air minum. Rumusan tersebut pada dasarnya adalah rumusan yang bersifat 

normatif. Perumusan permasalahan harus jelas dan terukur. Harus dapat dinyatakan secara jelas dan tegas letak tidak memadainya, supaya kebijakan yang 

dirumuskan lebih efektif. 

Perumusan masalah dengan perspektif mikro memiliki kelemahan dalam hal keterkaitan antara rantai pasok proses pelayanan air minum. Hal ini 

menyebabkan perumusan permasalahan bersifat ekslusif, sehingga kehilangan gambaran besar dari proses pelayanan air minum. Sebagai contoh, identifikasi 

masalah terkait dengan referensi regulasi PDAM dalam hal pemberhentian pegawai tidak memberikan implikasi terhadap peningkatan layanan air minum jika 

hanya dilihat secara parsial. 

Berdasarkan kedua kasus di atas, maka Direktorat Permukiman dan Perumahan mengembangkan sebuah teknik atau metoda identifikasi dan perumusan 

masalah yang mampu untuk mengiluminasikan permasalahan air minum secara komprehensif tanpa kehilangan gambaran besar proses pelayanan air minum. 

Teknik tersebut disebut dengan Delivery System Analysis/Business Process Analysis. Teknik analisis ini menggunakan delivery system layanan air minum 

sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah pada setiap mata rantai layanan. Untuk membantu proses identifikasi masalah tersebut, permasalahan yang 

diidentifikasi dikelompokkan ke dalam 5 aspek keberlanjutan, yaitu: (i) aspek teknis; (ii) aspek sosial; (iii) aspek kelembagaan; (iv) aspek regulasi; dan (v) aspek 

finansial. Setelah delivery system dan aspek keberlanjtan ditentukan, maka pada setiap mata rantai diperlu ditentukan kondisi ideal, kondisi eksisting, 

identifikasi permasalahan, rumusan permasalahan strategis yang harus ditangani berdasarkan kerangka waktu yang jelas. Untuk lebih jelasnya, matriks berikut 

mengilustrasikan teknik perumusan masalah strategis berdasarkan delivery system analysis.  
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Tabel 1.1 
Ilustrasi Teknik Identifikasi dan Perumusan Permasalahan Layanan Air Minum Berdasarkan Delivery Analysis 

  

Aspek 
Keberlanjutan 

Delivery System/Business Process Layanan Air Minum (Demand-Supply) 

Pengajuan SR Pembayaran 
Biaya Koneksi 

Instalasi 
SR 

(Akses) 

Jaringan 
Distribusi 

Produksi 
Air 

Minum 

Jaringan 
Transmisi 

Sumber 
Air baku 

Kondisi 
yang 

diharapkan 

Kondisi 
Eksisting 

Permasalahan 
Permasalahan 

Strategis 
idem idem idem idem idem idem 

Teknis           

Sosial           

Regulasi           

Kelembagaan           

Pendanaan           

Berdasarkan aspek 

teknis/sosial/regulasi/ 

kelembagaan/ pendanaan, 

ditentukan kondisi yang 

diharapkan 

Berdasarkan aspek 

teknis/sosial/regulasi/ 

kelembagaan/ pendanaan, 

ditentukan kondisi eksisting 

Berdasarkan aspek 

teknis/sosial/regulasi/ 

kelembagaan/ pendanaan, 

identifikasi permasalahan 

Berdasarkan aspek 

teknis/sosial/regulasi/ 

kelembagaan/ pendanaan, 

Rumuskan permasalahan 

strategis 
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Kerangka matriks yang telah dikembangkan oleh Direktorat Permukiman dan Perumah kemudian disempurnakan dengan mengakomodir tingkatan 

pemerintah dan pembobotan berdasarkan urgensi waktu penanganan masalah. Matriks yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut: 

Contoh Matriks Cross-Analysis Identifikasi Masalah dan Isu Layanan Air Minum Swalayan 

Aspek 
Keberlanjutan 

Tingkatan 

A. Sumber Air Baku B. Konstruksi 
Sarana air 

minum 

C. Dst... 

Kondisi 
Eksisting 

Kondisi ideal/ 
diharapkan 

Permasalahan/ 
Isu 

Rencana Tindak lanjut 

... ... 
Jangka 
Pendek 

(tahunan) 

Jangka Menengah 
(5 tahunan) 

Jangka 
Panjang (10 

tahunan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... ... 

vvvRegulasi 

zPusat Regulasi 
terkait 
pemanfaatan 
air tanah skala 
hanya tersedia 
untuk skala 
industri 

Regulasi 
pemanfaatan 
air tanah 
untuk skala 
rumah tangga 
tersedia 

Isu 
pemanfaatan 
air tanah skala 
rumah tangga 
belum menjadi 
perhatian 
pengambil 
kebijakan 

Advokasi 
bagi para 

pengambil 
kebijakan 

tingkat 
pusat 

Pengembangan 
aturan payung 

terkait 
pemanfaatan air 

tanah skala 
rumah tangga 

Penegakan 
hukum 

... 

... 

Provinsi Regulasi 
tingkat 
provinsi 
terkait 
pemanfaatan 
air tanah skala 
rumah tangga 
tidak tersedia 

Regulasi 
Pemanfaatan 
air tanah 
diatur di 
tingkat 
gubernur 

Perlu aturan 
payung sebagai 
dasar bagi 
gubernur untuk 
menetapkan 
peraturan di 
daerah 

Advokasi 
bagi para 

pengambil 
kebijakan 

tingkat 
provinsi 

Pengembangan 
aturan gubernur 

terkait 
pemanfaatan air 

tanah skala 
rumah tangga 

Penegakan 
hukum 

... ... 

Kab/kota Regulasi 
tingkat 
kab/kota 
terkait 
pemanfaatan 
air tanah skala 

Pemanfaatan 
air tanah 
diatur di 
tingkat 
kab/kota 

Perlu aturan 
payung sebagai 
dasar bagi 
bupati/ 
walikota untuk 
menetapkan 

Advokasi 
bagi para 

pengambil 
kebijakan 

tingkat 
kab/kota 

Pengembangan 
aturan bupati/ 
walikota terkait 
pemanfaatan air 

tanah skala 
rumah tangga 

Penegakan 
hukum 

... ... 

Proses Bisnis 

Aspek 

keberlanjutan 

Referensi 

(Benchmark) 

Pengelompokan 

permasalahan 

berdasarkan 

kewenangan 

Pembobotan 

berdasrkan urgensi 

permasalahan atau isu 
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Aspek 
Keberlanjutan 

Tingkatan 

A. Sumber Air Baku B. Konstruksi 
Sarana air 

minum 

C. Dst... 

Kondisi 
Eksisting 

Kondisi ideal/ 
diharapkan 

Permasalahan/ 
Isu 

Rencana Tindak lanjut 

... ... 
Jangka 
Pendek 

(tahunan) 

Jangka Menengah 
(5 tahunan) 

Jangka 
Panjang (10 

tahunan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... ... 

rumah tangga 
tidak tersedia 

peraturan di 
daerah 

Kelembagaan 

Pusat         

Provinsi         

Kab/kota         

Pendanaan 

Pusat         

Provinsi         

Kab/kota         

Teknis 

Pusat         

Provinsi         

Kab/kota         

Sosial 

Pusat         

Provinsi         

Kab/kota         
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Melalui pemanfaatan matriks di atas, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh:  

1. Pemerintah daerah dapat lebih jeli dalam mengidentifikasi masalah dan isu air minum dan sanitasi 

2. Pemerintah daerah dapat menstrukturkan masalah dan isu yang sudah diidentifikasi berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini, pemerintah provinsi 

dan pusat akan dengan segera memahami hal-hal yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan hasil pemetaan masalah di daerah. 

3. Pemerintah daeah dapat mengelompokkan masalah berdasarkan urgensi/prioritasnya ke dalam prioritas jangka pendek, menengah dan panjang. 

4. Pemerintah pusat dan provinsi dapat mengembangkan menu dukungan bagi pemerintah daerah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh 

daerah. 

 

Rekomendasi 

1. Perangkat identifikasi masalah berdasarkan delivery system analysis perlu segera diujicobakan ke beberapa kabupaten kota untuk disempurnakan 

menjadi panduan atau pedoman yang dapat digunakan oleh seluruh pemerintah daerah; 

2. Agar pemanfaatan perangkat ini dapat secara mudah diakses oleh seluruh pemerintah daerah, perangkat tersebut perlu untuk dikembangkan ke 

dalam sebuah aplikasi database berbasis situs agar semua informasi yang terekam dapat dikelola dengan mudah dan cepat; 

3. Perlu dikembangkan panduan untuk cara pengisian matriks agar memudahkan pihak yang ditunjuk untuk mengisi; 

4. Pengelolaan database permasalahan dan isu air minum dan sanitasiini harus dikelola secara berjenjang mulai dari pusat sampai kabupaten/kota agar 

peran masing-masing tingkat pemeirntah lebih jelas dalam pembangunan air minum dan sanitasi. 
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2 
KESIAPAN DAERAH 

DALAM MENCAPAI 

UNIVERSAL AKSES 
Beberapa pertanyaan mendasar dari pemerintah daerah yang diajukan kepada pemerintah pusat mengenai 

target universal akses adalah: “apakah daerah mampu mencapai target tersebut?” “Apakah kami memiliki 

modal yang cukup untuk mencapai target tersebut?” “Bagaimana jika kami menemui banyak permasalahan 

yang diluar kuasa kami?” “Apakah akan ada dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat?” dan sebagainya. 

Semua pertanyaan tersebut sangat rasional dan sejujurnya seharusnya sudah dipikirkan oleh pemerintah 

pusat. Mengacu pada beberapa pertanyaan dia atas, Pemerintah pusat menilai perlu dikembangkan sebuah 

perangkat yang dapat memberikan kondisi kesiapan pemerintah daerah dalam mencapai universal akses, 

sehingga pemerintah pusat, provinsi dan daerah dapat mengalokasikan dukungan dan sumber daya yang 

dimiliki sesuai dengan kebutuhan daerah untuk mencapai target universal akses. 
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2.1 Kesiapan menurut pemerintah 

daerah 
 

Hasil kunjungan dan diskusi di lapangan, ketika pemerintah daerah ditanyakan mengenai hal-hal yang terkait dengan kesiapan daerah dalam mencapai 

universal akses, terdapat beragam jawaban yang jika dirangkum dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana pemerintah daerah memaknai 

kesiapan. Kesiapan dimaknai dengan hal-hal yang normatif seperti komitmen kepala daerah, koordinasi yang baik, perencanaan yang matang, ketersediaan 

lahan, sampai pada hal yang paling sering disampaikan yaitu kapasitas pembiayaan. Semua hal yang disampaikan pada dasarnya benar, namun kesiapan perlu 

dimaknai secara lebih sistematis dan terukur. Dimaknai secara sistematis berarti semua parameter kesiapan harus saling terkait dan berkontribusi pada tujuan 

yang jelas. Dimaknai secara terukur berarti semua parameter harus dapat diukur. 

Tabel 2.1. Makna Kesiapan Menurut Pemerintah Daerah 

No. Nama Kabupaten/Kota Makna Kesiapan Daerah Hal-hal yang dikaitkan dengan kesiapan Kondisi di lapangan 

1. Kabupaten Sijunjung 

Kota Tebing Tinggi 

Kabupaten Bandung Barat 
Kabupaten Barito Kuala 

Kota Samarinda 

Tersedianya semua hal di daerah yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan 

1. Ketersediaan lahan 

2. FS 

3. DED 
4. Anggaran 

5. Komitmen kepala daerah 

1. Pembebasan lahan rumit 

2. Jangka waktu antara FS & DED diselesaikan 

dengan pelaksanaan terlalu lama sehingga 
memerlukan review FS dan DED lagi 

3. Anggaran sangat tergantung dengan DPRD dan 
kepala daerah 

4. Komitmen kepala daerah sangat bergantung 
pada kesadaran akan pentingnya infrastruktur 

dasar bagi pendukung pembangunan secara 
umum 

2 Kabupaten Pasaman 

Kabupaten Mentawai 

Tersedianya semua hal di daerah yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan 

1. Data 

2. Ketersediaan lahan 

1. Pengelolaan data selalu dihadapkan 

permasalahan definisi operasional yang berbeda 
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No. Nama Kabupaten/Kota Makna Kesiapan Daerah Hal-hal yang dikaitkan dengan kesiapan Kondisi di lapangan 

Kota Pariaman 

Kabupaten Pesisir Selatan 
Kabupaten Sijunjung 

Provinsi Sumatera Barat 
 

3. FS 

4. DED 
5. Anggaran 

6. Peraturan 
7. Komitmen kepala daerah 

dan kewenangan pendataan oleh BPS di daerah 

(saat ini Susenas hanya representatif sampai 
tingkat provinsi) 

2. Pembebasan lahan rumit 
3. Jangka waktu antara FS & DED diselesaikan 

dengan pelaksanaan terlalu lama sehingga 
memerlukan review FS dan DED lagi 

4. Anggaran sangat tergantung dengan DPRD dan 
kepala daerah 

5. Komitmen kepala daerah sangat bergantung 
pada kesadaran akan pentingnya infrastruktur 

dasar bagi pendukung pembangunan secara 

umum 
Sumber: Hasil analisis kunjungan monitoring dan evaluasi Direktorat Permukiman dan Perumahan tahun 2015 

 

Analisis hasil kunjungan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada dasarnya memahami bahwa pembangunan menuntut adanya prasyarat yang 

harus dipenuhi. Pencapaian target universal akses juga memerlukan modal yang cukup. Oleh karena itu kesiapan atau prasyarat seharusnya dimaknai sebagai 

sebuah modalitas untuk mencapai tujuan tertentu. Namun dari hasil analisis yang ada, pemahaman kesiapan tersebut masih didasarkan pada pemahaman 

normatif, belum sampai tahapan praktis yang membutuhkan analisis lebih mendalam mengenai masing-masing prasyarat tersebut. Dari matriks di atas, 

terlihat secara jelas bahwa makna kesiapan diartikan secara global (komitmen daerah, anggaran, peraturan, dll). Padahal, kesiapan untuk sub sektor air minum 

akan berbeda dengan sub sektor sanitasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kesiapan secara umum sudah benar, namun pemahaman pada 

tingkat yang lebih teknis masih rendah dan masih cukup beragam. 

Jika pemahaman kesiapan ini didefinisikan secara beragam oleh daerah, pertanyaan sederhana yang muncul adalah apakah kita bisa menilai kesiapan kita 

untuk mencapai universal akses? Berdasarkan hal ini, pemerintah pusat menilai bahwa setiap daerah harus mampu menilai kesiapannya untuk mencapai 

universal akses. Untuk dapat memperbandingkan kesiapan antar daerah, maka perlu disepakati parameter atau prasyarat atau modalitas yang harus dimiliki. 

Hasil dari penilaian kesiapan tersebut akan menunjukkan beberapa manfaat yang penting yaitu: 

a. Pemetaan permasalahan berdasarkan setiap parameter atau prasyarat yang telah ditetapkan; 

b. Pengelompokan permasalahan berdasarkan kewenangan pusat, provinsi dan daerah; 

c. Pengembangan menu dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi kepada daerah; 
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2.2 Pengembangan Indeks Kesiapan 

Daerah Untuk Mencapai Universal 

Akses 
 

Dalam upaya pengembangan perangkat untuk mengukur indeks kesiapan daerah untuk mencapai universal akses, terdapat beberapa tahapan, 

yaitu: 

1. Pengembangan kerangka konseptual perangkat indeks kesiapan daerah untuk mencapai universal akses; 

2. Pengembangan parameter kesiapan daerah terkait dengan pencapaian universal akses; 

3. Penentuan set data yang dibutuhkan untuk setiap parameter (termasuk cara pengumpulan dan triangulasi data); 

4. Pengembangan matriks analisis data untuk menghasilkan index kesiapan daerah untuk mencapai universal akses; 

Setiap tahapan akan menjadi dasar pengembangan untuk tahap selanjutnya. Oleh karena itu, setiap tahapan harus dikonsultasikan dengan pemangku 

kepentingan yang terkait agar dapat mengakomodir berbagai kebutuhan dan mengantisipasi berbagai kendala yang diperkirakan mungkin terjdi pada saat 

penerapan perangkat tersebut di lapangan. 
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2.2.1 Kerangka Konseptual Indeks Kesiapan 

Daerah Untuk Mencapai Universal Akses 
 

Syarat bagi sebuah perangkat dikembangkan harus didasarkan pada potensi manfaat dari perangkat tersebut dalam penyelesaian suatu masalah, atau dalam 

hal ini untuk mendukung pencapaian target universal akses 2019. Oleh karena itu, kerangka konseptual menjadi penting sebagai argumen dasar bagi 

pengembangan perangkat itu sendiri. Jika secara kerangka konseptual perangkat tersebut dapat memberikan justifikasi yang kuat maka potensi penerimaan 

pemerintah daerah terhadap perangkat yang akan dikembangkan akan sangat tinggi. 

  

Target Universal Akses (100-0-100) 
Capaian akses air 

minum dan sanitasi 

saat ini 

Modal/prasyarat untuk mencapai Universal Akses 

 

Air Minum 

Air Limbah 

Persampahan 

Drainase 

Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter n 

Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter n 

Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter n 

Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter n 

Indeks Kesiapan Air Minum 

Indeks Kesiapan Air Minum 

Indeks Kesiapan Air Minum 

Indeks Kesiapan Air Minum In
d

e
ks
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Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Indeks Kesiapan Daerah dalam mencapai UA 
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Indeks Kesiapan 

Daerah Mencapai UA 

Indeks Kesiapan 

Daerah Mencapai UA 

Indeks Kesiapan 

Daerah Mencapai UA 

Peta daerah dengan 

indeks kesiapan 

rendah 

Peta daerah dengan 

indeks kesiapan 

sedang 

Peta daerah dengan 

indeks kesiapan tinggi 

Alokasi anggaran 

APBD berdasarkan 

indeks parameter 

yang lemah/rendah 

Menu dukungan 

APBN berdasarkan 

peta indeks kesiapan 

daerah 

Gambar 2.2. 

Potensi Manfaat Indeks Kesiapan Daerah dalam Optimalisasi Alokasi Anggaran dan Dukungan 
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2.2.2 Pengembangan Parameter Indeks Kesiapan 

Daerah Menuju Universal Akses 
 

Kerangka pengembangan parameter 

Pengembangan parameter harus didasarkan pada pertanyaan mendasar: modal apa yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah untuk dapat mencapai target 

universal akses? Tanpa mengetahui hal-hal yang membentuk modalitas, maka pengembangan parameter tidak akan lengkap dan tidak dapat memberikan 

informasi yang akurat terkait kapasitas suatu daerah untuk mencapai universal akses. 

Untuk menyaring unsur-unsur yang membentuk modalitas sebagai modal daerah untuk mencapai universal akses, maka melalui serangkaian kunjungan 

monitoring dan evaluasi, dilakukan wawancara dengan beberapa pelaku pembangunan air minum dan sanitasi di tingkat desa, dan kabupaten. Hasil analisis 

dari wawancara yang telah dilakukan dan digabungkan dengan hasil analisis literatur didapatkan beberapa modal dasar yang perlu dimiliki daerah untuk 

mencapai universal akses: 

Tabel 2.1 Modalitas untuk mencapai Universal Akses 

Level 
Modalitas yang dibutuhkan 

Air Minum Air Limbah Persampahan Drainase 

Implementasi  Ketersediaan air baku (kuantitas, 
kualitas dan legalitas) 

 Ketersediaan lahan 

 Perencanaan (business plan, 
rencana induk, rencana teknis, dll) 

 Operator yang kompeten dan 
sehat 

 Pendanaan yang memadai 

 Kesadaran masyarakat 
(PHBS) 

 Ketersediaan lahan 

 Perencanaan (business 
plan, rencana induk, 
rencana teknis, dll) 

 Operator yang 
kompeten dan sehat 

 Kesadaran masyarakat 
(PHBS) 

 Ketersediaan lahan 

 Perencanaan (business 
plan, rencana induk, 
rencana teknis, dll) 

 Operator yang kompeten 
dan sehat 

 Pendanaan yang memadai 

 Kesadaran masyarakat 
(PHBS) 

 Ketersediaan lahan 

 Perencanaan (business 
plan, rencana induk, 
rencana teknis, dll) 

 Operator yang 
kompeten dan sehat 
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Level 
Modalitas yang dibutuhkan 

Air Minum Air Limbah Persampahan Drainase 

 Pendanaan yang 
memadai 

 Pendanaan yang 
memadai 

Kebijakan  Kerangka regulasi yang mendukung 

 Kerangka kelembagaan yang efektif dan efisien 

 Kerangka pendanaan yang efektif dan efisien 
Sumber: hasil analisis wawancara dan studi literatur, Bappenas 2015 

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa pada level implementasi, hampir semua sub sektor memiliki modalitas yang sama untuk mencapai universal akses, 

walupun untuk kasus air minum air baku menjadi modal utama yang dipandang sebagai non-negotiable modality, dan pada kasus sanitasi kesadaran 

masyarakat untuk PHBS justru yang menjadi non-negotiable modality. Pada level kebijakan, komitmen pemerintah daerah diterjemahkan ke dalam tiga 

kerangka enabling environment (regulasi, kelembagaan dan pendanaan) yang mendukung proses bisnis di lapangan. Proses bisnis dilapangan sangat 

bergantung dengan ketiga kerangka tersebut. Tanpa adanya kerangka dasar yang mendukung, kemungkinan besar berbagai kegiatan di lapangan terhambat 

atau sama sekali tidak dapat dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil analisis umum di atas, maka perlu ditentukan parameter umum untuk air minum dan sanitasi yang mudah didapatkan, mudah diukur, dan 

mampu merefleksikan kesiapan pemerintah daerah dalam mencapai universal akses. Analisis mendalam terhadap modalitas yang diperlukan, terdapat 7 

kelompok parameter kesiapan yang perlu dikembangkan, yaitu: 
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Gambar 2.3. 

Parameter Kesiapan Daerah untuk Mencapai Target Universal Akses 2019 
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Parameter kesiapan daya dukung sumber daya alam (air baku dan lahan) 

Parameter ini mengindikasikan ketersediaan sumber daya alam (air baku dan lahan) yang didedikasikan untuk mendukung pencapaian universal akses air 

minum dan sanitasi. Parameter tersebut tidak hanya mencakup kondisi ketersediaan air baku pada saat ini, namun juga potensi ketersediaannya sampai 5 

tahun ke depan. Hal ini disebabkan ketersediaan sumber daya alam dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, eksploitasi sumber daya alam, perubahan 

iklim, perubahan fungsi lahan, dan lain sebagainya. Selain ketersediaan, parameter ini mencakup juga aksesibilitas untuk pemanfaatannya. Ketersediaan air 

baku dan lahan pada dasarnya masih cukup tinggi, namun demukian, aksesibilitasnya sangat rendah sehingga daya dukung secara umum menjadi rendah. 
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Gambar 2.4. 

Parameter Kesiapan Daya Dukung Sumber Daya Alam 
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Parameter kesiapan kememadaian kerangka regulasi 

Parameter ini mengindikasikan kememadaian kerangka regulasi untuk menjamin penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang efektif, efisien dan 

berkelanjutan. Kerangka regulasi pada dasarnya adalah aturan main yang harus diacu dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi di 

lapangan. Aturan main menentukan siapa yang boleh terlibat, siapa yang tidak boleh, sumber daya apa yang boleh digunakan, untuk siapa dan lain 

sebagainaya. Oleh karena itu, tata laksana penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi di lapangan sangat bergantung pada aturan main yang berlaku. 

Saat ini dinilai banyak proses penyelenggaraan yang tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan adanya hambatan regulasi. Hambatan regulasi ini dapat 

berupa absennya regulasi yang dibutuhkan, tumpang tindih regulasi, sampai pada regulasi yang menghambat. Aturan main yang jelas akan membuat sebuah 

“pertandingan” menjadi pertandingan yang fair dan mampu memberikan apa yang diharapkan oleh penonton maupun  pemain. Demikian juga halnya dengan 

kerangka regulasi yang jelas.  
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Gambar 2.5. 

Parameter Kesiapan Kememadaian Kerangka Regulasi 
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Parameter kesiapan kememadaian kerangka kelembagaan 

Parameter ini mengindikasikan kememadaian kerangka kelembagaan untuk menjamin penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang efektif, efisien dan 

berkelanjutan. Kerangka kelembagaan pada dasarnya adalah aturan main mengenai siapa melakukan apa, akuntabel terhadap siapa, diindikasikan melalui 

indikator kinerja seperti apa. Kerangka kelembagaan tersebut harus diacu oleh seluruh pelaku yang secara hukum bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi di lapangan. Saat ini dinilai banyak proses penyelenggaraan yang tidak dapat berjalan secara optimal 

dikarenakan adanya hambatan kelembagaan. Hambatan kelembagaan ini dapat berupa absennya kelembagaan yang dibutuhkan, tumpang tindih tupoksi, 

sampai pada model kelembagaan yang informal. 
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Gambar 2.6. 

Parameter Kesiapan Kememadaian Kerangka Kelembagaan 
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Parameter kesiapan kememadaian kerangka pendanaan 

Parameter ini mengindikasikan kememadaian kerangka pendanaan untuk menjamin penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang efektif, efisien dan 

berkelanjutan. Kerangka pendanaan pada dasarnya adalah aturan main mengenai mekanisme pendaan untuk berbagai jenis program dan kegiatan yang harus 

diacu oleh seluruh pelaku yang secara hukum bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi di lapangan. Saat ini 

dinilai mekanisme pendanaan yang ada belum dapat mendukung kebutuhan penyelenggaraan layanan  air minum dan sanitasi di lapangan. Salah satu contoh 

belum memadainya mekanisme pendanaan dapat dilihat pada kasus penyelenggaraan air minum dna snaitasi berbasis masyarakat. Pada kasus tersebut, 

Pemerintah daerah tidak dapat mendukung pembiayaan opeari dan pemeliharaan sistem terbanung karena fasilitas tersebut bukan aset pemerintah. Padahal, 

kenyataan di lapangan, masyarakat sebagai pengelola tidak mampu membiaya operasional dan pemeliharaannya. Contoh tidak memadainya kerangka 

pendanaan adalah efektifitas dari mekanisme pendanaan yang berlaku. Mekanisme pendanaan melalui hibah berbasis kinerja dinilai jauh lebih efektif 

dibandingkan mekanisme pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namum demikian, mekanisme DAK sudah menjadi mekanisme pendanaan yang 

berskala nasional, dimana mekanisme pendanaan hibah berbasis kinerja baru dimulai sebagai uji coba.  
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Gambar 2.7. 

Parameter Kesiapan Kememadaian Kerangka Pendanaan 
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Parameter kesiapan daya dukung Infrastruktur 

Parameter ini mengindikasikan kesiapan daya dukung infrastruktur yang telah terbangun untuk menjamin penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang 

efektif, efisien dan berkelanjutan. Kecenderungan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrasturktur baru tanpa melihat efektifitas dari infrastruktur 

yang telah terbangun menyebabkan pemanfaatan dana pembangunan menjadi rendah efektifitasnya untuk mencapai target pelayanan air minum dan 

sanitasi. Kesalahan desain teknis, infrastruktur yang tidak berfungsi, infrastruktur yang berubah fungsi, dan lain sebagainya merupakan hal-hal yang sangat 

mempengaruhi kesiapan dan keandalan pemerintah untuk melakukan layanan air minum dan sanitasi yang optimal. 
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Gambar 2.8. 

Parameter Kesiapan Daya Dukung Infrastruktur 
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Parameter kesiapan daya dukung teknologi 

Parameter ini mengindikasikan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang efektif, efisien dan 

berkelanjutan. Fakta bahwa perkembangan teknoogi semakin membantu proses penyelenggaraan layanan publik harus dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan air minum. Untuk itu perlu diidentifikasi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan teknologi. Seringkali kemajuan 

teknologi ini tidak terjangkau jika dilihat dari sisi nilainya pada saat ini. Namun jika diihat manfaatnya untuk masa yang akan datang, maka nilai investasi 

tersebut menjadi wajar atau bahkan cukup murah. Untuk itu, ketersediaan, keterjangkauan dan kemanfaatan merupakan salah satu parameter yang penting. 
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Gambar 2.9. 

Parameter Kesiapan Daya Dukung Teknologi 
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Parameter kesiapan dukungan masyarakat 

Parameter ini mengindikasikan keberadaan dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang efektif, 

efisien dan berkelanjutan. Penyelanggaraan layanan publik, khususnya air minum dan sanitasi, pada akhirnya berujung di tangan pelanggan atau masyarakat 

penerima manfaat. Oleh karena itu, dukungan dan permintaan/tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi merupakan 

salah satu kunci utama dalam memastikan penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi dilaksanakan dengan optimal dan memenuhi ekspektasi 

masyarakat. Tuntutan masyarakat akan muncul bila mayarakat selaku pelanggan memahami standar pelayanan minimal yang berhak didapatkan. Oleh karena 

itu, penting bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang 

berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.10. 

Parameter Kesiapan Dukungan Masyarakat 
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Ketujuh parameter di atas merupakan parameter utama yang dapat memberikan gambaran secara cepat terkait kesiapan daerah dalam mencapai target 

universal akses. Tentunya pada masing-masing parameter utama tersebut banyak parameter pendukung yang perlu diidentifikasi. Namun, parameter besar 

tersebut bisa dijadikan acuan untuk mengidentifikasi paramater pendukung. Secara keseluruhan, parameter utama yang ada kemudian dirubah menjadi 

indeks komposit untuk menunjukkan tinggi rendahnya indeks kesiapan suatu daerah.  
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2.3 Pengembangan Menu Dukungan Berdasarkan 

Indeks Kesiapan 
Dengan adanya indeks kesiapan mencapai universal akses, maka pemerintah pusat dan provinsi dapat mengembangkan menu dukungan terkait dengan 

masing-masing parameter yang ada. Sebagai contoh, jika sebuah kabupaten/kota memiliki nilai indeks yang rendah, maka pemerintah provinsi perlu segera 

melihat kabupaten/kota yang bersangkutan memiliki indeks rendah pada parameter apa. Jika kabupaten/kota yang bersangkutan memiliki indeks yang 

rendah pada beberapa parameter tertentu, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah parameter tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab 

pemerintah daerah atau masih merupakan urusan bersama dengan pemerintah provinsi dan pusat. Jika parameter tersebut masih termasuk urusan bersama, 

maka pemerintah provinsi dan pusat perlu mengembangkan menu pendukung yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah. Pengembangan menu pendukung 

pada setiap parameter pada dasarnya ditentukan oleh tupoksi dari masing-masing tingkat pemerintahan. 
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Sistem Kodifikasi 

Kegiatan Terpadu 

(SKKT) 
Salah satu isu dalam memberikan dukungan pusat kepada daerah adalah efektifitas dari dukungan 

tersebut. Seringkali pemerintah daerah mengajukan usulan kegiatan yang dinilai perlu mendapatkan 

dukungan dari pusat, namun pada kenyataannya di lapangan, usulan yang diajukan tidak sesuai dengan 

kebutuhan di lapangan, atau bahkan kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakannya ternyata 

masih belum matang, sehingga dukungan kegiatan tidak terserap. Berdasarkan isu efektifitas dan 

akuntabilitas dari dukungan yang telah diberikan, maka pemerintah pusat telah berupaya 

mengembangkan sebuah perangkat yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan menjamin 

akuntabilitas dari dukungan yang telah diberikan. Perangkat ini dikenal dengan perangkat Sistem 

Kodifikasi Kegiatan Terpadu. Saat ini, perangkat ini masih diujicobakan dan khusus untuk sektor Pengembangan Air Minum Perpipaan. Bab ini 

akan menjelaskan konsep dan hasil ujicoba di kota Bandung, serta potensinya ke depan. 

3 
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3.1 Permasalahan dengan proses usulan 

berbasis proposal 

 
  

Proses pengusulan kegiatan yang berlaku saat ini 

didasarkan pada proposal yang diajukan ke pemerintah 

pusat melalui mekanisme DAK ataupun Musrenbang. 

Permasalahan dengan proses usulan ini adalah 

Pemerintah pusat tidak sepenuhnya mengetahui 

informasi penting dari usulan tersebut, yaitu informasi 

seperti: (i) validitas bahwa usulan yang diajukan sesuai 

dengan kebutuhan di lapangan; (ii) kesiapan 

pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang 

diusulkan; dan (iii) komitmen pemerintah daerah untuk 

menindaklanjuti usulan yang telah disetujui untuk 

menjadi akses bagi masyarakat. Ketidaklengkapan 

informasi dalam format proposal yang ada 

menyebabkan penilaian usulan menjadi tidak optimal, 

sehingga terdapat potensi dukungan yang diberikan 

pemerintah pusat tidak dapat menghasilkan hasil sesuai 

dengan harapan. 

Gambar 3.1. 

Contoh Usulan Pemerintah 
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Contoh sederhana pengusulan kegiatan dapat dilihat pada 

gambar 3.1. Pada gambar tersebut, usulan untuk 

pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi tidak 

menyertakan rincian mengenai kegiatan yang diusulkan. 

Usulan hanya berupa judul besar usulan dan nilai dukungan 

yang diajukan. Tidak terdapat rincian mengenai lokasi, jenis 

kegiatan, kesiapan daerah, dan tindak lanjut yang akan 

dilakukan pemerintah setempat untuk memastikan target yang 

diharapkan tercapai. Padahal, di lapangan setiap usulan 

kegiatan yang akan didukung oleh pusat harus dapat dikaitkan 

dengan sistem pelayanan air minum yang eksisting (lihat 

gambar 3,2). Pada gambar tersebut , sebagai contoh, jika 

pemerintah daerah mengusulkan pembangunan baru instalasi 

pengolahan air (IPA) maka pemerintah pusat perlu mengetahui 

pembangunan IPA tersebut akan dikaitkan dengan wilayah 

pelayanan air minum yang jelas.  

Dengan kondisi seperti ini, maka dukungan pendanaan oleh 

pemerintah pusat maupun pelaku lainnya kepada pemerintah 

daerah beresiko tidak efektif. Untuk itu mekanisme pengajuan 

usulan perlu ditinjau kembali dan perlu dikembangkan sebuah 

mekanisme yang mampu mengatasi masalah tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 3.2. 

Wilayah Pelayanan PDAM Kota Bandung 
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3.2 Pengembangan Perangkat Sistem 

Kodifikasi Kegiatan Terpadu: Konsep 

dan Prototipe 
 

Untuk menjawab permasalahan yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya, Direktorat Permukiman dan Perumahan telah 

mengembangkan sebuah konsep yang disebut Sistem Kodifikasi Kegiatan Terpadu (SKKT). SKKT dikembangkan dengan manfaat khusus sebagai 

berikut: 

1. Memfasilitasi proses pengajuan usulan secara real-time antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui aplikasi berbasis web; 

2. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menyusun usulan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan; 

3. Meningkatkan efisiensi penyeleksian usulan kegiatan di tingkat pusat; 

4. Memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merevisi usulan kegiatan secara cepat; 

5. Menyediakan fasilitas e-consultation terkait usulan kegiatan; 

Prinsip dari pengembangan SKKT ini didasarkan pada kegiatan yang dikaitkan pada rangkaian sistem yang akan didukung. Dalam hal air minum, 

usulan pembangunan IPA harus selalu dikaitkan dengan wilayah sistem pelayanan air minum, aset sebelum dan sesudahnya. Untuk itu, 

pengembangan SKKT sangat akan membutuhkan inventarisasi seluruh aset dalam sebuah sistem pelayanan. Berdasarkan itu, terdapat beberapa 

hal yang menjadi syarat dasar untuk pengembangan SKKT: 
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1. Definisi wilayah sistem pelayanan air minum; 

2. Koding sistem pelayanan; 

3. Koding aset; 

4. Koding kegiatan usulan (proyek). 

Dari hasil diskusi dan merujuk pada PP 122 tahun 2015 mengenai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), definisi wilayah sistem pelayanan air 

minum adalah wilayah yang dilayani melalui sebuah sistem lengkap, yaitu dari hulu sampai hilir. Berdasarkan hal tersebut, pemberian kode untuk 

sebuah wilayah pelayanan secara unik sangat dimungkinkan, walaupun sebuah sistem dapat juga mendukung pelayanan air minum di wilayah 

lain. 

Terkait dengan pengkodean aset yang ada dalam suatu wilayah pelayanan, dari hasil kunjungan lapangan di PDAM Kota Bandung, didapatkan 

fakta bahwa PDAM Kota Bandung belum melakukan inventarisasi aset secara lengkap. Mengacu pada kondisi PDAM Kota Bandung tersebut, 

diasumsikan saat ini hampir PDAM di Indonesia belum memiliki database untuk invetarisasi aset. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan 

SKKT diharapkan dapat membantu pengkodean aset yang sudah ada maupun yang direncanakan. 

Pengkodean aset akan sangat mempengaruhi setiap usulan kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Hal 

ini dikarenakan setiap penambahan aset baru yang disebabkan adanya usulan kegiatan baru harus dikaitkan dengan rangkaian aset dalam sebuah 

sistem layanan di wilayah tersebut.  

 

Secara umum, konsep SKKT dapat dijelaskan melalui skematik berikut ini: 
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 Gambar 3.3. 

Skema Modul SKKT 
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Berdasarkan Skema tersebut, Direktorat Permukiman dan Perumahan kemudian mengembangkan prototie modul SKKT melalui web-based application yang 

diintegrasikan dalam portal National Water and Sanitation Information Services (NAWASIS). Berikut ini screen capture dari SKKT berdasarkan urutan atau 

prosedur pemanfaatan SKKT oleh Pemda maupun Pemerintah Pusat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.4. 

Portal NAWASIS 
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Gambar 3.5. 

Username & Password bagi seluruh Kabu/Kota 
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Gambar 3.6. 

Dashboard bagi seluruh Kabu/Kota dan Fitur Modul SKKT 
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Gambar 3.7. 

Menu Fitur SKKT 
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Gambar 3.8. 

Dashboard Kinerja Sub Sektor Air Minum pada Modul SKKT (penambahan SPAM belum aktif) 
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Gambar 3.9. 

Inventarisasi Aset PDAM 
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Gambar 3.10. 

Contoh database inventarisasi Aset beserta Kode 
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Gambar 3.11. 

Pendaftaran SPAM berdasarkan Wilayah Pelayanan 
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Gambar 3.12. 

Form Pengisian Profil SPAM (1) 
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Gambar 3.13. 

Form Pengisian Profil SPAM (2) 
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Gambar 3.14. 

Profil SPAM Tersimpan dan Fitur Kelola aset SPAM Aktif 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.15. 

Pengelolaan Aset sesuai dengan SPAM yang Terkait 
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Gambar 3.16. 

Daftar Aset terkait SPAM Wilayah tertentu 
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Gambar 3.17. 

Pengkodean SPAM secara Otomatis 
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Gambar 3.18. 

Pengajuan Usulan Kegiatan Berdasarkan SPAM Terkait (1) 
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Gambar 3.19. 

Pengajuan Usulan Kegiatan Berdasarkan SPAM Terkait (2) 
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Gambar 3.20. 

Pengajuan Usulan Kegiatan Berdasarkan SPAM Terkait (3) 
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Gambar 3.21. 

Pengajuan Usulan Kegiatan Berdasarkan SPAM Terkait (4) 
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 Gambar 3.22. 

Pengajuan Usulan Kegiatan Berdasarkan SPAM Terkait (5) 
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Gambar 3.23. 

Pengajuan Usulan Kegiatan Berdasarkan SPAM Terkait (6) 
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Gambar 3.24. 

Pengajuan Usulan Kegiatan Berdasarkan SPAM Terkait (7) 
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Gambar 3.25. 

Username & Password Kementerian (Verifikator) 
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Gambar 3.26. 

Review Usulan Daerah Oleh Kementerian 
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Gambar 3.27. 

Evaluasi Kegiatan 
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Gambar 3.28. 

Hasil Penilaian Usulan Kegiatan 
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 Gambar 3.29. 

Notifikasi Hasil Evaluasi Kegiatan pada Dashboard Pemerintah Daerah 
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Dari hasil ujicoba SKKT di PDAM Kota Bandung, didapatkan kesimpulan bahwa Modul SKKT dinillai sangat membantu proses penguslan kegiatan 

yang akuntabel dan pengalokasian dukungan pemerintah Pusat secara lebih efektif. Matriks berikut ini meringkas perbedaan pengajuan usulan 

kegiatan dan pengalokasian dukungan sebelum dan seduah dikembangkan modul SKKT. 

Tabel 3. 1 
Kondisi sebelum dan Sesudah SKKT 
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Pengelolaan Data 

Sektor Air Minum dan 

Sanitasi 
 

Salah satu isu dalam pembangunan sektor air minum dan sanitasi adalah pengelolaan data yang 

berkualitas untuk mendukung perencanaan yang berkualitas. Namun selama 30 tahun terakhir ini, 

pengelolaan data di sektor air minum dan sanitasi justru menghadapi permasalahan yang berlarut-

larut sehingga tidak terdapat kejelasan dalam hal data yang secara resmi dapat diacu oleh 

pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan. Untuk itu, pemeirntah pusat melalui Direktorat 

Permukiman dan Perumahan berinisiatif untuk mengembangkan sebuah perangkat untuk mengurai masalah pendataan sekaligus memberikan 

solusi praktis bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola datanya secara optimal.  

4 
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4.1 Permasalahan Pengelolaan Data Air 

Minum dan Sanitasi 
 

Dari hasil FGD dan kunjungan lapangan yang telahg dilakukan oleh Direktorat Permukiman dan Perumahan, Terdapat dua pokok permasalahan pengelolaan 

data air minum dan sanitasi di Indonesia, yaitu: 

1. Perbedaan definisi mengenai akses air minum dan akses sanitasi; 

2. Pemerintah daerah c.q Biro Pusat Statistik Daerah tidak melakukan pendataan terkait air minum dan sanitasi. 

 

Perbedaan defisini operasional mengenai akses air minum dan sanitasi merupakan perdebatan yang berlangsung cukup lama dan mengakibatkan masing-

masing kementerian dan SKPD di daerah selalu mengutamakan definisinya masing-masing. Hal ini berakibat pada tidak adanya kesepakatan antar lembaga 

dalam hal penetapan akses air minum dan sanitasi di suatu daerah atau bahkan pada tingkat nasional. Walaupun Data BPS secara hukum merupakan hasil 

yang harus diakui, namun hal tersebut pada dasarnya tidak menjawab permasalahan yang sebenarnya.  

Pada tingkat pemerintah daerah, pengelolaan data air minum dan sanitasi justru mengalami masalah yang lebih rumit. Di satu sisi, BPS di tingkat 

kabupaten/kota tidak melakukan pendataan air minum dan sanitasi secara berkala sehingga untuk masalah pendataan, pemerintah daerah mengandalkan 

data dari BPS tingkat Provinsi yang melakukan pendataan SUSENAS. Disisi lain, pendataan SUSENAS yang dilakukan oleh pemerintah tidak repserentatif untuk 

menggambarkan kondisi di tingkat kabupaten/kota karena jumlah sampel yang tidak mencukupi. Berdasarkan kedua hal tersebut, seringkali pemeirntah 

kabupaten/kota mengkritik atau memprotes hasil perhitungan BPS Provinsi mengenai akses air minum dan sanitasi di wilayahnya. Akibatnya, pemerintah 

kabupaten/kota sering menggunakan data dari SKPD lain. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi proses perencanaan untuk sektor air minum dan sanitasi di 

daerah. Untuk itu, kedua pokok permasalahan ini perlu diurai. 
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4.2 Mengurai Permasalahan Pengelolaan 

Data 
 

Definisi Operasional  Vs. Data Mentah 

Hasil diksusi dengan berbagai pihak (pemerintah daerah, donor, LSM dan Kementerian terkait), permasalahan pengelolaan data harus diselesaikan pada level 

data mentah (raw data). Adanya potensi perubahan definisi operaional ke depan dan adanya perbedaan definisi operasional menurut masing-masing 

kementerian akan selalu ada, oleh karena itu, fokus diskusi untuk mengurai masalah pengelolaan data harus dilakukan pada tingkat data mentah. Terkait 

dengan hal ini, maka pemetaan data mentah berdasarkan definisi operasional yang berbeda-beda telah dilakukan oleh tim Nawasis. Hasilnya, adalah 

serangkaian data mentah yang diharapkan mampu untuk mengakomodir adanya perubahan definisi operasional untuk masa yang akan datang sampai 

terdapat penetapan definisi operasional yang diberlakukan secara universal untuk jangka waktu tertentu. Adanya definsi operasional baru yang diterbitkan 

oleh Tim Sustainable Development Goals (SDGs) tidak perlu menjadi masalah dalam hal pendataan, karena data dasar/data mentah yang dikumpulkan sudah 

mampu mengakomodir perubahan definisi tersebut. 

 

Hal ini adalah terobosan dalam mengurai permasalahan pengelolaan data. Selama ini perubahan definisi operasional selalu dijadikan acuan dalam 

menentukan data mentah yang harus dikumpulkan. Dengan melakukan pemetaan terhadap seluruh definisi operasional yang ada, maka didapatkan peta 

seluruh data mentah yang diperlukan untuk membentuk sebuah definisi operasional yang disepakati. Hal ini menjadi kunci dalam pengelolaan data ke depan. 

Tabel berikut ini menunjukkan data mentah yang terpetakan untuk  membentuk beberapa definsi operasional yang berlaku saat ini. 
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Tabel 4.1. 

Data Mentah Air Minum 
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Tabel 4.2 

Data Mentah Air Limbah dan Drainase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Tabel 4.3 

Data Mentah Pengelolaan Persampahan 
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Aplikasi Survei 

Pemetaan data mentah pada matriks di atas dinilai mampu untuk mengakomodir definisi operasional MDGs, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Sustainable Development Goals (SDG), tanpa harus melakukan atau menambahkan data mentah yang harus dimasukan ke dalam perangkat survei. 

Hal ini menjawab kekuatiran para pelaku pendataan terkait kemungkinan untuk melakukan survei ulang hanya karena ada data mentah yang tidak 

terakomodir pada konsep definisi operasional yang lama. 

Untuk membuktikan keefektifan dan efisiensi data mentah yang telah dipetakan ini untuk mengakomodir berbagai definisi operasional eksisting maupun 

yang akan datang (SDGs), maka dikembangkan pula perangkat survei menggunakan data mentah tersebut. Perangkat survei ini disebut dengan Survei AMPL 

Berbasis Rumah Tangga (SABRT). Survei tersebut dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat di 5 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Pasaman, Kota Pariaman; 

Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisi Selatan. Dari kelima kabupaten/kota tersebut, Kota Pariaman telah berhasil 

menyelesaikan 100% survei. 

Dari hasil sementara di kelima kabupaten/kota tersebut, terdapat beberapa temuan penting yang didapat: 

1. Pemerintah kabupaten/kota terfasilitasi untuk menyepakati data mentah untuk kebutuhan  pengelolaan data. Definisi operasional mungkin akan tetap 

berbeda, namun data mentah yang digunakan telah disepakati. Hal ini sangat membantu proses pendataan yang dapat dilakukan melalui satu pintu; 

2. Pelaksanaan sensus berbasis rumah tangga ternyata tidak membutuhkan biaya yang mahal. Diperkirakan biaya per rumah tangga hanya  Rp. 20.000 – 

30.000,-. Hal ini kemudian menyebabkan pemerintah daerah melihat adanya peluang untuk mengatasi masalah pengelolaan data air minum dan sanitasi; 

3. Pelaksanaan survei pada proyek percontohan ini di tingkat pemerintah daerah dilaksanakan melalui kerjasama antara Bappeda, BPS, Kementerian 

Kesehatan dan PU. Namun secara umum, anggarannya ada di Bappeda. Dari hasil evaluasi di tingkat kab/kota, Pemerintah Pusat menilai bahwa 

pelaksanaan survei/sensus seharusnya dilakukanoleh BPS sebagai penanggung jawab untuk pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data. Namun 

demikian, BPS merupakan instansi vertikal, sehingga hal tersebut harus mendapatkan persetujuan dari BPS Pusat. Pemerintah Pusat perlu memfasilitasi 

hal tersebut. 

Saat ini, antusiasme pemerintah daerah dalam mengelola data di wilayahnya untuk sektor air minum dan sanitasi bertambah tinggi. Kabupaten Pasaman, 

Mentawai dan Pesisir Selatan berkomitmen untuk memperluas jangkauan sensunya supaya dapat segera mencapai 100%. Namun demikian, perangkat survei 

yang saat ini digunakan masih perlu perbaikan yang cukup signifikan untuk mengakomodir berbagai tantangan yang ditemui di lapangan. Beberapa 

permasalahan tersebut antara lain: (i) masalah updating; (ii) masalah geo tagging; (iii) masalah data entry; (iv) masalah cloud server; dan (v) masalah 

pengelolaan web server. Pemerintah Pusat perlu segera mengatasi berbagai permasalahan tersebut agar perangkat ini dapat digunakan pada skala nasional. 

Berikut ini adalah ilustrasi pemanfaatan SABRT oleh pemerintah daerah: 
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Gambar 4.1. 

Laman Nawasis.info 
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Gambar 4.2. 

Laman Nawasis.info untuk Publik 
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Gambar 4.3. 

Tampilan Hasil Survei AMPL Berbasis Rumah Tangga (Kabupaten Pasaman) 
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Gambar 4.4. 

Tampilan Hasil Survei AMPL Berbasis Rumah Tangga (Air Minum) 
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 Gambar 4.5. 

Tampilan Hasil Survei AMPL Berbasis Rumah Tangga (Air Limbah) 
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 Gambar 4.6. 

Tampilan Hasil Survei AMPL Berbasis Rumah Tangga (Drainase) 
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Simpulan dan 

Rekomendasi 
 

 

Simpulan 

Dari hasil kajian pada keempat bab sebelumnya, untuk mencapai target universal akses, Pemerintah 

daerah memerlukan beberapa dukungan strategis dari pemerintah pusat, yaitu: 

1. Peningkatan kapasitas dalam mengidentifikasi permasalahan air minum dan sanitasi secara akurat berdasarkan business process yang 

berlaku; 

Kesalahan dalam mengidentifikasi permasalahan secara detil menyebabkan kesalahan pengembangan kebijakan, strategi dan program. Hal 

ini pada kelanjutannya menyebabkan permasalahan yang sebenarnya tidak terselesaikan. Dengan perangkat delivery system analysis, 

teknik pengidentifikasian masalah dapat dilakukan lebih 

5 
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2. Langkah penting bagi pemerintah pusat dan provinsi untuk menentukan dukungan yang harus diberikan kepada pemeirntah daerah secara 

efektif dan efisien adalah dengan memetakan kesiapan pemerintah daerah dalam mencapai target universal access. Untuk dapat 

memetakan kesiapan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat perlu untuk mengembangkan indeks kesiapan daerah dalam mencapai 

universal akses. Indeks komposit tersebut merupakan gabungan dari 7 parameter kesiapan, yaitu: (i) parameter daya dukung sumber daya 

alam (air baku dan lahan); (ii) parameter kesiapan kerangka regulasi; (iii) parameter kesiapan kerangka kelembagaan; (iv) parameter 

kesiapan kerangka pendanaan; (v) parameter kesiapan daya dukung infrastruktur; (vi) parameter kesiapan daya dukung teknologi; dan (vii) 

parameter kesiapan dukungan masyarakat. 

3. Terkait dengan dukungan strategis pada poin kedua, maka untuk lebih menjamin dukungan pendanaan yang optimal, maka pemerintah 

pusat juga perlu mengembangkan sistem kodifikasi kegiatan terpadu (SKKT) supaya pengusulan kegiatan dari daerah dapat lebih sistematis 

dan berkualitas, serta proses penilaian kelayakan oleh pemerintah pusat dapat lebih efektif dan efisien.  

4. Terkait dengan isu pengelolaan data untuk perencanaan di daerah yang lebih akuntabel, pemerintah pusat perlu mengembangkan 

perangkat yang mampu mengurai permasalahan pendataan seputar definisi operasional yang berbeda-beda dan pelaksanaan pendataan di 

tingkat kabupaten/kota secara berkala. Untuk hal ini, pemerintah pusat sudah mengembangkan perangkat pendataan yang saat ini baru 

diimplementasikan di provinsi Sumatera Barat di 5 kabupaten/kota (Kabupaten Pasaman, Sinjunjung, Pesisir Selatan, kepulauan Mentawai, 

dan Kota Pariaman. 

 

Rekomendasi 

1. Pemerintah Pusat perlu mengembangkan panduan untuk setiap perangkat yang dinilai mampu membantu pemerintah daerah dalam 

menyusun strategi pencapaian universal akses; 

2. Pemerintah pusat juga perlu melakukan peningkatan kapasitas untuk menjamin pemerintah daerah mampu memanfaatkan perangkat 

yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat; 

3. Pemerintah pusat perlu melakukan scale up pemanfaatan perangkat yang telah dikembangkan sampai pada skala nasional; 

4. Pemerintah pusat perlu membentuk tim khusus untuk mengawal pencapai universal akses. Tim ini akan fokus pada sosialisasi dukungan 

strategis dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pencapaian universal akses 

di daerah. 


